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Abstrak
           Penyediaan ruang terhadap pembangunan di kawasan perkotaan menjadi isu yang penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan dari Rencana Tata Ruang  yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka  saatnya kita bersama-sama memberikan perhatian yang cukup terhadap pengawasan tata ruang tersebut.Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penaatan ruang yanag sangat penting.

            Pengendalian pemafaatan ruang saat ini tidak efesien dan efektif karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sering saling bertentangan dan bahkan melanggar Rencana Tata Ruang yang ada dengan ada Surat keputusan Walikota Tentang Rencana Tata Ruang diharapakan Pemerintah Kota agar dapa menanta kawasan yang rapi, tertib agar terciptanya kawasan yang sesuai Peraturan Pemerintah  Daerah dengan hal ini masyarakat pun juga berperan penting dalam pembangunan Kota Samarinda.

            Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda harus lebih berperan terhadap Rencana Tata Ruang agar pemanfaatan ruang secara optimal yang tercemin dalam menetukan jenjang pelayanan kegiatan dengan sistem jaringannya. Dan pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Tetapi peran masyarakat juga diperlukan dalam penaatan ruang agar terciptanya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang di Kota Samarinda dan pemanfaantan ruang dengan baik dan benar dalam Rencana Tata Ruang di Kota Samarinda sebagai Kota yang disebut Kota Tepian agar tertata rapi dan masyarakat dapat memanfaatkan Tata Ruang yang benar dalam sebuah Pembangunan Kota Samarinda.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh kota – kota di Indonesia khususnya di Samarinda adalah sebagai berikut : (1) Jumlah penduduk yang semakin meningkat (2) Kemacetan Lalu Lintas (3) Munculnta perumahan perumahan kumuh (4) Pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah dan industri (5) Fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas (6) semakin langkanya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh sektor industri dan perumahan. Pertumbuhan kota yang cukup tinggi, membawa dampak dalam bidang kehidupan, tidak hanya terbatas dalam masalah fisik saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi,sosial, budaya dan politik, kota sebagai kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu : (1) Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya atau proses alamiyah (2) Proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota. Undang – Undang yang memuat tentang tata ruang adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Sedangkan fungsi Rencana Tata Ruang  Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana Tata Ruang yang telah mengikat secara hukum bagi masyarakat rencana tata ruang wilayah kota ini yang acuannya berpengaruh untuk pembangunan Kota. Rencana Tata Ruang Perkotaan ditetapkan dengan Perautan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota yang bersangkutan. 


Dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota telah ditetapkan terlebih dahulu menjadi perda, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari kabupaten harus diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai bagian dari perda. Perencnaan kota bila dikaitkan dengan penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 1996 tentang peran serta masyarakat dalam penataan rruang serta Undang – Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 3 Tahun 1986, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan lingkungan. Salah satu konsekuesi kebijakan ini adalah relokasi permukiman penduduk. Ruang Lingkup penyelenggaran penataan ruang didaerah meliputi tugas dan serta kewajiban Kepala Daerah dalam pengaturan kegiatan perencanaan ruang, pemanfataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan RTRW Kota Samarinda didasarkan asas : 
a. Pemanfaatan ruang secara optimalyang tercermin dalam menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dengan sistem jaringannya.

b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.

c. Pengertian sebagaimana dimaksud ayat b di atas adalah menciptakan dan  mengembangkan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari intensitas pemanfaatan ruang.

d. Pemanfaatan ruang terhadap ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

e. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
Tujuan penyelenggaaraan penataan ruang daerah yaitu:

a. Terlaksananya perencana tata ruang secara terpadu dan sinergis,

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang 

d. Tercapainya penataan ruang yang berkualitas untuk:

1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap selalu memperhatikan sumber daya manusia.

2. Meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna unuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

4. Mewujukan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
Dalam proses penataan ruang, pergeseran fungsi lahan hampir mustahil untukdihindarkan. Pergeseran fungsi lahan yang berlangsung pesat di berbagai daerahmemanifestasikan perbenturan antar kepentingan yang berbeda dan sering mengemukakansebagai isyu ketataruangan. Penataan ruang merupakan proses yang meliputiperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya efektifitas pengawasan terhadap tata ruang dalam Kota Samarinda ini mengakibatkan timbulnya berbagaipermasalahan.Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang di banyak daerah diIndonesia, dalam pelaksanaannya sering atau tidak selalusejalan dengan rencana tataruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ataupelanggaran tersebut disebabkanoleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belumjelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum (lawenforcement).Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena recana tata ruang yang kurang diperhatikan dalam pemanfaatan ruang dalam aspek-aspek pelaksanaan di lapangan dari segi penataan tata ruang dalam kota Samarinda
2.  METODE PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian yang diwujudkan dalam bentuk proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan bagi pemerintah Kota Samarinda dalam merencanakan, melaksanakan dan menetapkan yang berhubungan dengan efektifitas pengawas terhadap tata ruang kota.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pembahasan informasi buat kemajuan dan keakuratan pelaksanaan rencana tata ruang kota di masa yang akan datang juga sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang  kota.
Berdasarkan permasalahanyang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode  sebagai berikut:
1. Sumber Data


Lofland dan lofland (1984) dalam Meleong (2001) mengemukakan sumber utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini di gunakan tiga sumber data yaitu:
(1) Kata-kata dan tindakan 


Kata-kata dan tindakan orang-orang yang di amati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pengamatan maupun wawancara dengan subyek yang di anggap dapat memberi informasi tentang data yang dmaksud dalam penelitian

(2) Sumber data tertulis


Sekalipun dikatakan bahwa sumber datadari luar kata-kata dan tindakan merupakan sumber data kedua, tetapi hal ini tidak dapat diabaikan.Termaksud dalam sumber terulis adalah buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen resmi, dan karya ilmiah.

Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat dipakai untuk menelaah segi-segi subyektif seseorang. Ada dua katagori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kulitatifyaitu foto yang dihasilkan oleh orang lain dan foto yang dihasilkan peneliti sendiri.Untuk memperoleh data yang valid, sumber data berupa:
2. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu:

a. Data Primer 

Data Primer adalah merupkan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda.
b. Data sekunder 
Data Sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang sesuai dengan penulisan dari berbagai buku-buku yang ada relevensinya dengan penuisan skripsi ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis terbagi tehnik pengupulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu:
a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuatcatatan-catatan penting yang ada relevensinya dengan penulisanskripsi ini.
b. Penelitian LapanganMerupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara


Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langung dengan penelitian guna memperoleh data  yang diperlukan.
2.
Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang efektifitas pengawas terhadap tata ruang diKota Samarinda di tinjau menurut keputusan Walikota No. 03 Tahun 2003.
3. Analisis Data


Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
3. HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
2.1  Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pengawasan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2003.
Rencana Tata Ruang Wilayah berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah. Akan tetapi, akhir-akhir ini sering terjadi kesalahan dalam memahaminya. Pemerintah Daerah selama ini hanya menggunakan RTRW hanya untuk pembangunan yang berskala besar saja, tetapi tidak digunakan pembangunan skala kecil. Pembangunan berskala besar memang penting adanya, akan tetapi pembangunan skala kecilah sebenarnya yang paling berpengaruh di suatu wilayah karena mayoritas penduduk di suatu daerah banyak yang membangun berskala kecil. Pembangunan berskala kecil awalnya memang tidak terlalu berdampak, akan tetapi akan semakin terlihat dampaknya ketika pembangunan semakin banyak. 
Kurangannya kontrol dari Pemerintah terhadap pembangunan skala kecil sekarang telah menjadi suatu fenomena yang biasa di kalangan masyarakat. Akibatnya banyak sektor wilayah yang terkena dampak fatal akibat pembangunan yang salah tersebut. Akibat yang seringkali terlihat adalah banjir yang disebabkan karena meletakkan pembangunan dikawasan DAS ( Daerah Aliran Sungai ). Banjir yang terjadi seringkali akibat penduduk membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga sampah yang menyumbat aliran sungai. Selain banjir, terdapat juga tanah longsor yang seringkali muncul beritanya di berbagai beritanya di berbagai media. Tanah longsor terjadi akibat kesalahan dalam peletakan pembangunan. Banyak tanah longsor terjadi akibat keadaan tanah yang lunak dan daerah yang banyak pohonnya. Akan tetapi dalam banyak kasus, penduduk malah  membangun di daerah tersebut.

        Peran Pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dan sanksi yang tegas berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut. Dengan memberikan sosialisasi kepada penduduk, diharapkan pengetahuan akan RTRW tidak hanya berpusat di pemerintah daerah saja dan penduduk akan bisa menerapkannya dengan baik. Selama ini RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah hanya di pemerintah saja daerah saja. Sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui dimana mereka harus membangun pemukiman. Dengan adanya pemahaman yang luas mengenai RTRW di seluruh elemen masyarakat akan mampu terciptanya akan mampu menciptakan kondisi yang baik dan stabil. Apabila sudah terciptanya kondisi yang stabil antara pemerintah dan penduduk, masalah-masalah yang terjadi akibat pembangunan sedikit demi sedikit akan teratasi.

       -  Berdasarkan kondisi riil sesuai penelitian penulis bahwa upaya pemerintah daerah Kota Samarinda memproritaskan upaya sebagai berikut :

-  Terwujudnya Permukiman dan Fasilitas Perkotaan yang Layak dan Tertib pada Lingkungan yang Bersih dan Sehat Berkelanjutan.

-    Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparat yang profesional yang dapat memberikan pelayanan prima dan kepemerintahan yang baik.

-  Mendorong pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman dan dengan memperhatikan iklim yang kondusif bagi pengembangan kota.

       Dengan demikian, sangatlah penting adanya RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah agar terciptanya pembangunan yang terstruktur dan menunjang bagi kemajuan bangsa. Pembangunan yang terstruktur akan menghasilkan suatu keseimbangan antara alam dan kelompok manusia itu sendiri. Bahwa dalam hal ini Pemerintah ingin menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penaatan bangunan dalam wilayah Kota Samarinda dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna terciptanya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang  perlu adanya penertiban  dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan. Maka terciptanya kondisi tersebut di atas perlu adanya pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestrian lingkungan, yang di atur dan kendalikan pelaksanaanya melalui penetapan dalam suatu Peraturan Daerah.

Tujuan dari pengawasan terhadap Tata Ruang Kota Samarinda adalah sebagai berikut : 

1.Meningkat kualitas Sumber Daya Manusia yang professional dan sesuai dengan ketentuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

2.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari Retrebusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Perijinannya lainnya.
 3.
Meningkat pengendalian pembangunan dan penyimpangan peruntukan tata ruang.

 4.
Meningkatkan wawasan masyrakat sehingga memahami dan mengerti tentang pentingnya IMB dan pengendalian pembangunan.
        Tugas Pemerintah Kota dalam upaya peningkatan Pengawasan Tata Ruang terhadap Kota Samarinda mencangkup sebagai berikut :

a.   Upaya Penertiban Bangunan
· Membantu Kepala Sub Dinas Permukiman dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya.

· Melaksanakan penertiban bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan peruntukannya dan mencegah berdirinya bangunan sebelum memiliki ijin pembangunan.

· Menerima dan meneruskan segala saran dan pengaduan masyarakat terhadap masalah yang timbul kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan diterbitkannya Ijin Membangun Rumah ( IMB ).

· Melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan liar atau bangunan yang tidak memiliki ijin bangunan.

· Melaksanakan penhentian/penyegelan terhadap bangunan yang sedang dibangunan dan tidak memiliki IMB atau tidak sesuai dengan 

· peruntukannya.

· Mengadakan evaluasi dan menyiapkan laporannya hasil Penertiban Pembangunan.

Tindakan pelanggaran dalam pengawasan terhadap rencana tata ruang :
b.  Upaya Pembinaan 
· Pendataan dan teguran lisan serta sosialisasi tentang IMB 

· Pengarahan langsung di lapanagan untuk menurus IMB

· Penghentian sementara kegiatan mendirikan bangunan Penertiban
· Penghentian pekerjaan mendirikan bangunan ( I, II dan III )

· Pengamanan sementara alat kerja dan atau material.

Tindakan tegas /sanksi

       Berdasarkan kondisi riil di lapangan sesuai fakta yang ada dalam  bahwa kenyataannya terhadap upaya Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menindaklanjuti pelanggaran berat dan pembinaan serta penertiban tidak ditanggapi oleh masyarakat serta dari pihak pengawas Tata Ruang yang dalam hal ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.

       Adapun bentuk sanksi pelanggaran yang tidak mematuhi Keputusan Walikota dapat di kenakan sanksi sebagai berikut : Penghentian sementara atau tetap kegiatan mendirikan bangunan

· Pembongkaran bangunan

· Penyegelan bangunan

· Pecabutan IMB
c.  Tindakan Hukum
 Adapun dalam hal ini bentuk sanksi yang diberikan oleh pelanggar yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Cipta Karya Tata Kota untuk melakukan proses penyidikan sampai dengan  proses ke Pengadilan, jika ditinjau dari ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung sebagai berikut yaitu :

· Denda maksimum 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah terbangun.

· Penjara Maksimum 3 tahun dan/atau denda 10% dari nilai bangunan, jika berakibat kerugian harta benda orang lain.

· Penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda 15% dari nilai bangunan, jika berakibat kecelakaan oranglain ( cacat seumur hidup ).

· Penjara maksimum 5  tahun dan/atau denda 20% dari nilai bangunan, jika berakibat hilangnya nyawa orang lain.
Namun jika ditinjau dari Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2004 maka sanki yang diberikan bagi pelanggar sebagai berikut :

· Penjara maksimum 3 bulan dan/atau denda maksimum 5 juta, dengan atau tidak dengan merampas/menyita alat-alat yang digunakan untuk pelanggraan.

· Walikota berwenang mengeluarkan perintah pembongkaran, penyegelan dan penghentian pekerjaan.

· Dalam peraturannya Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan sanksi secara tegas untuk memberikan efek jera kepada pelanggar terkait Keputusan Walikota Nomor 03 tahun 2003 tentan Rencana Detail Tata Ruang Kota Samarinda.
Dalam Prakteknya Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini telah memberikan  sanksi secara tegas agar mendapatkan efek jera kepada pelanggar berkaitan Surat Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2003.
2.2 Kendala pemerintah Kota Samarinda Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang, 
Pemerintah Kota Samarinda mengarahkan pembangunan kota lebih tegas dalam rangka pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda merencanakan struktur dan pola pemanfaatan wilayah sesuai dengan beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Samarinda menurut Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Samarinda.

1. Kecamatan Samarinda Seberang
Akan dikembangkan sebagai kawasan pemerintahan, sentra pendidikan skala kawasan/kota, pemukiman baru dan perdagangan untuk industri. Adapaun Kecamatan Samarinda Seberang mencangkup beberapa Kelurahan sebagai berikut:

· Kelurahan Baqa sebagai kawasan pemerintahan dan pemukiman baru.

· Kelurahan Masjid sebagai kawasan permukiman.

· Kelurahan Sungai Keledang dan Harapan Baru sebagai sentra pendidikan dan pemukiman.

· Kelurahan Loa Janan Ilir sebagai kawasan perdagangan dan industri dengan pembatasan industri yang ada.

1. Kecamatan Palaran
Dikembangkan sebagai kawasan sentra pertanian, perdagangan dan industri. Adapun Kecamatan Palaran mencangkup beberapa Kelurahan sebagai berikut:

· Kelurahan Rawa Makmur dan Bukuan sebagai kawasan perdagangan.

· Kelurahan Handil Bakti dan Simpang Pasir sebagai sentra produksi pertanian/perkebunan.

· Kelurahan Bentuas sebagai kawasan industri baru agrobisnis.

2. Kecamatan Samarinda Ilir
Kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam kawasan perkotaan, transisi dan hinterland pengembangan mengarah pada penaatan dan reavalisasi kualitas lingkungan. Adapun Kecamatan Samarinda Ilir mencangkup beberapa Kelurahan sebagai berikut:
· Kelurahan Makroman, Sindang Sari dan Pulau Atas sebagao kawasan pengembangan industri maritim, perkebunan dan pertanian.

· Kelurahan Sambutan dan Sungai Kapih sebagai Kawasan pemukiman.

3. Kecamatan Samarinda Utara
Dengan arah pengembangan kawasan melalui pendekatan-pendekatan. 

· Kawasan perkotaan dengan penekanan pada perbaikan dan penyehatan lingkungan.

· Kawasan transisi dengan penekanan pada pendistribusian kelengkapan ruang sebagai pendukung pengembangan kawasan cadangan permukiman.

· Kawasan hiterland sebagai kawasan lindung dan catchment area
4. Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang
Mencangkup beberapa Kelurahan sebagai berikut :
· Kelurahan Loa Bahu, Air Putih dan Air Hitam dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan.
· Kelurahan Loa Bakung dan Loa Buah dikembangkan sebagaikawasan permukiman dan pembatasan kawasan industri yang ada.
Pada prinsipnya upaya pengendalian dan pengawasan  Rencana Detail Tata Ruang Kota Samarinda dilakukan Walikota Samarinda guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dalam pengembangan Kota Samarinda sebagai Kota yang disebut dengan Kota Tepian agar tertata rapi dan memanfaatkan Tata Ruang dengan secara efektif. 

Adapun sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Dalam implementasinya, bahwa aturan itu memuat Perintah, Larangan Kewajiban. Pengawasan dan  pemantauan Produk Rencana Detail Tata Ruang Kota akan dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda dengan di bantu oleh instasi-instasi terkait dengan koordinator Walikota selaku Pemimpinan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan demikian terhadap Segala pelanggaran / penyelewengan di lapangan terhadap Rencana Detail Tata Ruang telah diberikan sanksi administrasi, berupa :
1. Peringatan tertulis.

2. Pembatasan kegiatan pembangunan.
3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaannya pelaksanaan pembangunan.

4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

5. Pembekuan ijin mendirikan bangunan.

6. Pencabutan ijin mendirikan bangunan.

7. Persyaratan tidak layak fungsi bangunan.

8.
Pembekuan ijin usaha.
9.
Pembongkaran bangunan.

                 Adapun pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa, penyelenggara bangunan dapat dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

                    Berdasarkan data dilapangan sesuai hasil penelitian penulisan bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di jajaran Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini adalah Pengawas Bangunan yang telah di tugaskan berdasarkan surat perintah dari Walikota Selaku Kepala Daerah untuk memberikan kewenangan melakukan tindakan kepada masyarakat, dalam hal ini untuk memberikan efek jera dalam bentuk penyalahgunaan Tata Ruang yang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Samarinda, bahwa Pemerintah dalam hal ini ingin mewujudkan keterpadaun pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimabang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka di pandang perlu dalam segi pembangunan Kota Samarinda.

                   Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kondisi riil yang ada maka dalam kenyataannya terhadap pemberian sanksi lebih cenderung pada sanksi Administrasi yang berupa :
· Peringatan tertulis

· Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaanya pelaksanaan pembangunannya.
· Pembekuan ijin mendirikan bangunan.
     Meskipun dalam kenyataanyan pemberian sanksi tersebut di rasakan masih jauh dari harapan karena terlalu ringan sanksinya namun hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelanggar yang tidak memmatuhi peraturan yang ada. Dalam kajian pelaksnaannya hal-hal yang mendasarkan dari suatu proses ini maka Pemerintah Kota Samarinda memperhatikan asas, maksud, tujuan, sasaran dan fungsi yang ada dalam hal ini terdapat dalam surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Samarinda.

    Sejalan dengan pelaksanaannya pemberian sanksi ternyata seringkali  terdapat benturan berbagai pihak dan berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal, yang mencakupi antara lain sebagai berikut :
1. Kendala secara Internal :

· Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah : pada hakikatnya terdapat tiga fungsi utama yang haruskan dijalankan oleh Pemerintah Daerah yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat  (Public service function), fungsi pembangunan (Developmentfunction), fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban (Protective function). Dari fungsi-fungsi diatas secara spatial memerlukan ruang gerak operasi yang menuntut kebutuhan akan tata ruang. Keterpadauan penaganannya ketiga fungsi tersebut akan merupakan landasan bagi keterpaduan penyusunan tata ruang dan pembangunan yang utuh dan menyeluruh. Namun seringkali terjadi kegiatan bongkar pasang yang seolah-olah tidak ada hentinya dan peruntukan lokasi yang selalu berubah menimbulkan citra kepastian hukum yang lemah di mata masyarakat.

2. Kendala secara Eksternal :

· Keterbatasan kemampuan aparat : Meskipun Dinas dan instansi yang berkaitan dengan tata ruang sudah terbentuk, seperti misalnya Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA). Dinas Pertamanan dan sebagainya, namun kebanyakan diisi oleh aparat yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan perencanaan tata ruang sehingga dalam menyusun rencana tata ruang keberadaan dan bantuan mereka hanya bersifat kontenporer.

· Keterbatasan pendanaan : Seringkali keterbatasan pendanaan seingkali mengabaikan terlaksananya pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruangnya.

· Kelemahan managemen : Dilihat dari pengertian managemen sebagai pengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal, dapat dikatakan bahwa managemen tata ruang. dan pembangunan Daerah Kota Samarinda masih jauh sempurna, disini dapat dilihat dari banyaknya tumpang tindis tugas yang serupa oleh berbagai instansi tanpa koordinasi yang baik.

· Kendala lain yang harus dicermati adalah lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan, hal ini disebabkan antara lain karena Pemerintah Daerah seringkali tidak mempunyai akses terhadap rencana-rencana pembangunan sektoral, yang dibuat dan ditentukan oleh pusat, selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun karena adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya, Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang ada , jarang sekali dikenai teguran, paksaan apalgi sanksi. Akibatnya para pelakunya pembangunan cenderung untuk membangun sesuai dengan kehendak dan kepentingannya sendiri, mengabaikan kepentingan umum yang lebih luas.

4.  KESIMPULAN


Proses Rencana  Detail Tata Ruang Kota Samarinda dilakukan dengan metode perencanaan yakni pendekatan wilayah, pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, pendekatan sosial budaya dan pendekatan peran serta masyarakat dalam menyukseskan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Selanjutnya dalam hal ini kemudian di rumuskan suatu metode perencanaan yang disusun berdasarkan suatu kerangka berpikir secara logis, terdiri dari serangkaian tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara logis, terdiri dari serangkaian tahapan yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematik. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dalam hal ini para aparatur Pemerintah Daerah belum mempunyai kesamaan pola pikir, persepsi dan tata cara pandang dalam berbagai kegiatan penataan ruang wilayah dan tidak adanya keterpaduan dalam perencanaan dan sinkronisasi progam – progam pembangunan antara dinas daerah dan instansi yang ada di bawahnya maupun yang ada diatasnya. 
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